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ABSTRAK

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan
bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang
menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.
Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati, sebagai kepentingan terbaik bagi
kelangsungan hidup manusia. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung
jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk
tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan
berakhlak  mulia, schingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk
mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap
pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Undang-
undang No.35 Tahun 2014 menegaskan bahwa negara, pemerintah, pemerintah
daerah, masyarakat, keliarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan
bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Adapun permasalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: bagaimana
perlindungan hukum terhadap anak yatim piatu yang dilakukan Panti Asuhan Al
Washliyah J1Ismailiyah No.82 Medan dan Panti Asuhan Mamiyai Al Ittihadiyah
JI. Mamiyai No.l Medan berdasarkan UU No.35 Tahun 2008, bagaimana
hambatan yang dihadapi dalam implementasi UU No.35 Tahun 2008 Tentang
Perlindungan Anak oleh Panti Asuhan Al Washliyah J1.Ismailiyah No.82 Medan
dan Panti Asuhan Mamiyai Al Ittihadiyah JI. Mamiyai No.l Medan berdasarkan
UU No.35 Tahun 2008, dan bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan yang
dihadapi dalam implementasi UU No.35 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak
oleh Panti Asuhan Al Washliyah J1. Ismailiyah No.82 Medan dan Panti Asuhan
Mamiyai Al Ittihadiyah JI. Mamiyai No.l Medan. Jenis penelitian ini adalah
penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Adapun
metodenya ialah studi kasus (case study) dengan pendekatan hukum yurisdis

normatif. Lalu untuk pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi, dan
dokumentasi yang penulis dapatkan di lapangan.

Maka dari hasil pembahasan tersebut, kesimpulan yang dapat diambil adalah (1)
Perlindungan hukum yang diberikan panti asuhan Al Washliyah adalah dalam
bentuk pembiayaan pendidikan, pembinaan keagamaan, pendidikan non formal,
dan pembinaan sosial mental. Perlindungan hukum yang diberikan panti asuhan
Mamiyai adalah dalam bentuk akomodasi (pengasramahan), pendidikan formal,
konsumsi, pembinaan keagamaan, dan pembinaan keterampilan, (2) Adapun
hambatan yang dihadapi adalah hubungan panti asuhan Al Washliyah dan PB Al
Washliyah yang masih harus diperjelas, keuangan yang belum mencukupi,
manajemen yang belum rapih. Hambatan yang dihadapi oleh panti asuhan
Mamiyai adalah masalah keuangan, dan masalah perselisihan pengurusan. 3)
Lalu upaya dalam mengatasi hambatan tersebut adalah memperjelas hubungan
hukum antara Yayasan Pemelihara Anak Yatim dan PB Al Washliyah, merekrut
donator tetap, diklat tata Kelola pengelola panti asuhan. Upaya panti asuhan
mamiyai dalam mengatasi hambatan tersebut adalah menjaga hubungan baik
dengan pemerintah dan pejabat, dan menjelaskan kepada masyarakat bahwa panti
asuhan tersebut didirikan oleh simpatisan.
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ABSTRACT

Children are buds, potentials, and the younger generation to continue the ideals
of the nation's struggle, have a strategic role and have special characteristics and
characteristics that guarantee the continued existence of the nation and state in
the future. The best interests of children should be internalized, as the best
interests for human survival. In order for every child to be able to assume this
responsibility in the future, he or she needs to get the widest possible opportunity
to grow and develop optimally, both physically, mentally and socially, and to have
a noble character, so it is necessary to make efforts to protect children's welfare
by providing guarantees for fulfillment of their rights and the existence of
treatment without discrimination. Law No. 35 of 2014 confirms that the state,
government, local government, community, family, and parents or guardians are
obligated and responsible for implementing child protection.
The issues raised in this study are: how is the legal protection of orphans carried
out by the Al Washliyah Orphanage Jl. Ismailiyah No. 82 Medan and the Mamiyai
Al Ittihadiyah Orphanage JI. Mamiyai No.l Medan based on Law No.35 of 2008,
what are the obstacles encountered in implementing Law No.35 of 2008
concerning Child Protection by the Al Washliyah Orphanage Jl.Ismailiyah No.82
Medan and the Mamiyai Al Ittihadiyah Orphanage Jl. Mamiyai No.l Medan
based on Law No.35 of 2008, and how to overcome the obstacles encountered in
implementing Law No.35 of 2008 concerning Child Protection by Al Washliyah
Orphanage Jl. Ismailiyah No. 82 Medan and Mamiyai Al Ittihadiyah Orphanage
JI. Mamiyai No. 1 Medan. This type of research is field research with a
qualitative approach. The method is a case study with a normative juridical legal
approach. Then to collect data through interviews, observation, and
documentation that the authors get in the field.
So from the results of the discussion, the conclusions that can be drawn are (1)
The legal protection provided by the Al Washliyah orphanage is in the form of
financing education, religious development, non-formal education, and social
mental development. The legal protection provided by the Mamiyai orphanage is
in the form of accommodation, formal education, consumption, religious
coaching, and skills development, (2) The obstacles faced are the relationship
between the Al Washliyah orphanage and PB Al Washliyah which still needs to be
cIar ified, financial which is not sufficient, management is not neat. The obstacles
he Mamiyai orphanage were financial problems, and management
Bgn efforts to overcome these obstacles are clarifying the legal
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